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PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KONSERVASI AIR TANAH

MELALUI SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat vital
untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan
mahluk hidup lainnya serta untuk menjamin
ketersediaan air bagi kepentingan masyarakat,
maka perlu dilakukan upaya konservasi air;

bahwa upaya konservasi air dapat dilakukan dengan
memanfaatkan air hujan dan meresapkan ke dalam
tanah serta mengurangi limpasan air hujan yang
semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya
jumlah pembangunan gedung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan
Konservasi Air Tanah Melalui Sumur Resapan dan
Lubang Resapan Biopori;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50359);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang [jin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
05/PRT/M /2008 tentang Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 12/PRT/M /2009 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non
Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air
Hujan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor O05/PRT/M/2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung beserta
perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 276 Tahun 2016);

Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 38 Tahun 2015 tentang
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19.
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21.

22.
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Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38 Tahun
2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum Perumahan (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 297 Tahun 2018);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4
Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 39);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5
Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah
yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7
Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor
7 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Lembaran Daerah  Kota  Cirebon

Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN
KONSERVASI AIR TANAH MELALUI SUMUR RESAPAN DAN
LUBANG RESAPAN BIOPORI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

4.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat DLH adalah Perangkat Daerah Kota
Cirebon yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
selanjutnya disingkat DPUPR adalah Perangkat
Daerah Kota Cirebon yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang.

6. Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan
Permukiman yang selanjutnya disingkat DPRKP
adalah Perangkat Daerah Kota Cirebon yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman.

7. Setiap orang adalah perorangan, badan usaha baik
yang memiliki badan hukum maupun yang tidak

memiliki badan hukum.



